
BERITA DAERAII KABUPATEN CIREBON
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NOMOR 74 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 74 TAHUN 20.24

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ENGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

Menimbang  : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  11  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  5  Tahun  2024  tentang
Perubahan    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah
Tahun    Anggaran     2024,     perlu    menetapkan     Peraturan
Bupati   Cirebon   tentang   Penjabaran   Perubahan   Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 4;

Mengingat     :1.     Undang-Undang      Nomor      14      Tahun      1950      tentang
Pembe ntukan        Daerah-D aerah        Kabupaten        Dalam
Lingkungan  Propinsi  Djawa Barat   (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   1968   tentang
Pembentukan    Kabupaten    Purwakarta    dan    Kabupaten
Subang  dengan  Mengubah    Undang-Undang    Nomor    14
Tahun       1950       tentang   Pembentulran   Daerah-Daerah
Kabupaten    Dalam    Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun     1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.     Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia
Nomor 4286);

3.     Undang-Undang      Nomor      1      Tahun      2004      tentang
Perbe ndaharaan           Negara           (Lemb aran           N e gara
Republik    Indonesia   Tahun    2004  Nomor    5,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4355);
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4.     Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan    dan    Tanggung    LJawab    Keuangan    Negara
(Lembaran     Negara    Republik    Indonesia    Tahuh     2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5.     Undang-Undang   Nomor   25  Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.     Undang-Undang    Nomor   6   Tahun    2014    tentang    Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor   5495)   seba.gaimana   telah   beberapa   kali   diubah,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2024
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2014   tentang   Desa   (Lembaran   Negara   R.ebublik
Indonesia  Tahun   2024   Nomor   77,   Tambahan   Le#mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);                                    I

7.      Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014     !tentang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik   Indonesia       Nomor   5587)    sebagairiana   telah
beberapa   kali   diubah,   terakhir   dengan   Undang-Unda,ng
Nomor    6    Tahun    2023    tentang    Penetapan    Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang  Cipta  Kelja  menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023    Nomor    41,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik     .Indonesia
Nomor 6856);

8.     Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  2022
Nomor 4,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9.     Peraturan    Pemerintah    Nomor   7   Tahun    1977    tentang
Peraturan   Gaji   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   1977   Nomor   11,   Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  3098)  sebagaimana
telah   beberapa   kali   diubah,   terakhir   dengan   Peraturan
Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2024   tentang   Perubahan
Kesembilan   Belas   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   7
Tahun   1977   tentang  PeraturanGaji   Pegawai   Negeri   Sipil
(Lembaran     Negara     Republik     Indonesia    Tahun     2024
Nomor  15);
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10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang
Kedudukan   Keuangan   Kepala  Daerah   dan  Wakil   Kepala
Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

11.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2005    Nomor    48,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 4502),  sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Irembaran
Negara    Repu`blik    Indonesia    Tahun    2012    Nomor    171,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 5340);

12.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   .2010   tentapg
Standar    Akuntansi     Pemerintahan     (Lembaran     Negaia
Republik  Indonesia  Tahun   2010   Nomor   123,   Tinbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

14.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan  dan A.nggota Dewan
Perwakilan   Rakyat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor   106,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)  sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  1 Tahun 2023
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18
Tahun   2017   tentang   Hak   Keuangan   dan   Administratif
Pimpinan     dan     Anggota     Dewan     Perwakilan     Rakyat
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2023
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

15.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan       Keuangan           Daerah    (I,embaran   Negara
Republik     Indonesia  Tahun   2019   Nomor  42,  Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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16.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    13   Tahun   2019   tentang
Laporan    dan    Evaluasi    Penyelenggaraan    Pemerintahan
Daer`ah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia
Nomor 6323);

17.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   35   Tahun-   2023   tentang
Ketentuan   Umum   Pajak   Daerah   dan.  Retribusi   Daerah
(Lembaran     Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

18.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   37   Tahun   2023   tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  loo,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2012
tentang Pedoman  Pengelolaan  Investasi Pemerintah  D.aerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   19  Tahun  2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2016    Nomor    547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri   Nomor   7   Tahun   2024   tentang   Perubahan   atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   19  Tahun  2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik. Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nolrior 350);

21.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62  Tahun  2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan  dan   Pertanggungjawaban   Dana  Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2018
tentang   Tata   Cara   Penghitungan,   Penganggaran   Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,      Penyaluran,      dan      Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018
Nomor  630),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   78   Tahun   2020   tetang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi     Pengajuan,      Penyaluran,      dan      Laporan
Pertanggungjawabari Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor  1777);
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23.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019
tentang   Sistem   Informasi   Pemerintahan   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang      Klasifikasi,       Kodefikasi,       dan       Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2020
tentang Pengutamaan Penggunaari Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan   Tertentu,   Perubahan  Alokasi,   dan   Penggunaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2020  Nombr  581),  sebagaimana
telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor  26  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   39   Tahun   2020   tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan
Tertentu,   Perubahan  Alokasi,   dan  Penggunaan  Anggaran\
Pendapatan      dan      Belapja      Daerah      (Berita      Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

26.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 1781);

27.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   9   Tahun   2021
tentang  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah
tentang    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   Rancangan   Peraturan
Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan
dan   Belanja   Daerah,   dan   Rancangan   Peraturan   Kepala
Daerah      tentang      Penjabaran      Perubahan      Anggaran
Pendapatan      dan      Belanja      Daerah      (Berita      Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   15  Tahun  2023
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2024    (Berita   Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2023 Nomor 799);

29.   Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14  Tahun 2007
tentang     Penyertaan      Modal      Daerah      Kepada     Bank
Pembangunan Daerah LJawa Barat,  Perusahaan Daerah Air
Minum    dan    Perusahaan    Daerah    Perkreditan    Rakyat
(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2007
Nomor   14),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah   Kabupaten Cirebon Nomor  11  Tahun 2016 tentang
Perubahan  Atas     Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon
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Nomor  14  Tahun  2007  tentang  Penyertaan  Modal  Daerah
Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan
Daerah  Air  Minum  dan  Perusahaan  Daerah   Perkreditan
Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten  Cirebon Tahun 2016
Nomor  11);

30.   Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023
tentang    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2023 Nomor 8);

31.   Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024
tentang   Perubahan   Anggarari   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSRAN:
Menetapkan  : PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PENJABARAN    PERUBAHAN

AN G GARAN        PEN DAPATAN        DAN        B E LANJA        DAB RAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah a.dalah

Daerah Kabupaten Cirebon.
2.     Bupati adalah Bupati cirebon.
3.     Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara    Pemerintahan    Daerah    yang    memimpin
pelaksanaan      Urusan      Pemerintahan      yang      menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4.     Pemerintahan    Daerah    adalah    penyelenggaraan    urusan
pemerintahan     oleh     Pemerintah     Daerah     dan     dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
sebagaimana    dimaksud    dalam    Undang-Undang    Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.     Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6.     Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.     Pengeluaran  Daerah  adalah  uang  yang  keluar  dari  kas

Daerah.
8.     Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui

sebagai  penambah   nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode
tahun anggaran berkenaan.
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9.     Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

10.   Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

11.   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah   yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12.   Rencana  Pembangunan Tahunan  Daerah yang  selanjutnya
disebut   Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah   dan   yang
selanjutnya  disingkat  RKPD  adalah  dokumen  perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13.   Prioritas  dan  Plafon Anggaran  Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang  diberikan  kepada  perangkat  Daerah  untuk
setiap    program    dan    kegiatan    sebagai    acuan    dalam
penyusunan   rencana   kelja   dan   anggaran   satuan   kelja
perangkat daerah.`

14.   Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wa].ib yang berhak
diperoleh setiap warga rlegara secara minimal.

15.   Program adalah  bentuk instrumen  kebijakan yang berisi  1
(satu)  atau  lebih  Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  satuan
kerja      perangkat      daerah      atau      masyarakat      yang
dikoordinasikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

16.   Keluaran  adalah  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

17.   Hasil     adalah     segala     sesuatu     yang     mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 2
Anggaran         Pe ndap atan         d an         B e lanj a         D ae rah
Tahun           Anggaran           2 02 4           semula           sebesar
Rp4.048.922.982.008,00                 bertambah                 sebesar
Rp742. 589.838.476,OO                     sehingga                    menjadi
Rp4.791.512.820.484,00 dengan rincian sebagai berikut:
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a.   Pendapatan Daerah:
1 . semula
2 . bertambah/ berkuraHg

Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan

b.   Belanja Daerah:
1 . semula
2. bertambah/ berkureng

Jumlah belanja daerah
setelah perubahan
-STdrplus/ Defisit setelah

perubahan
c.   Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan pembiayaan:
a) semula
b) bertambah/ berkurang

Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan

2. Pengeluaran pembiayaan:
a) semula                             +
b) bertambah/ berkurang

Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan
Jumlah pembiayaan
neto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan

Rp3.919.338.861.839,OO

Rp647.698.458.814,OO
Rp4.567.037.320.653,OO

Rp4.048.922.982.008,00
Rp742.589.838.476,OO

Rp4.791.512.820.484,OO

(Rp224.475.499.831,OO)

Rpl29.584.120.169,00
Rp94.891.379.662,OO

Rp224.475.499.831,OO

RpO,00
RpO,00
RpO,00

Rp224.475.499.831,OO

RpO,OO

anggaran setelah perubahan

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja    Daerah    Tahun    Anggaran    2024    sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  2,   tercantum  dalam  Lampiran  I
sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
a.  Lampiran   I       Ringkasan  Penjabaran  Perubahan APBD

yang diklarifikasi menurut kelompok dan
j enis       Pendapatan ,       Belanj a,       dan
Pembiayaan;

b.  Lampiran   11      Rincian        Perubahan       APBD        yang
d iklasifikasi            me nurut            uru sam
Pemerintahan Daerah, Organisasi;
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c.   Lampiran   IIIa  Daftar    Nama    Penerima,    Alamat    dan
besaran Alokasi Hibah berupa uang yang
diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

d.  Lampiran   IIIb  Daftar    Nama    Penerima,    Alamat    dan
besaran  Alokasi   Hibah   berupa   barang
yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

e.   Lampiran   Iva  Daftar    Nama    Penerima,    Alamat    dan
besaran  Alokasi  Bantuan  Sosial  berupa
uang yang diterima  serta  SKPD  Pemberi
Bantuan Sosial;

f.    Lampiran   Ivb  Daftar    Nama    Penerima,    Alamat   'dan
besaran  Alokasi  Bantuan  Sosial  berupa
barang yang diterima serta SKPD Pemberi
Bantuan Sosial;

9.   Lampiran  Va    Daftar    Nama    Penerima,    Alamat   .dan
besaran    Bantuan    Keuangan    bersifat
umum yang diterima serta SKPD Pemberi
Bantuan Keuangan;

h.  Lampiran  Vb    Daftar    Nana    Penerima,    Alamat    dan
besaran    Bantuan    Keuangan    bersifat
khusus    yang    diterima    serta    SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan;

i.    Lampiran   Vla  Daftar    Nama    Penerima,    Alamat    dan
besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
kepada Pemerintah Kabupaten;

j.    Lampiran  Vlb  Daftar    Nama    Penerima,    Alamat    dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
kepada Pemerintah Kota;

k.  Lampiran  Vlc   Daftar    Nana    Penerima,    Alamat    dan
besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
kepada Pemerintah Desa;

I.    Lampiran   VII   Rincian Dana Otonomi Khusus menurut
urusan           Pemerintahan           Daerah ,
Organisasi,`    Program,     Kegiatan,     Sub
Kegiatan,      Kelompok,      Jenis,      Objek,
Rincian  Objek  Pendapatan,  Belanja  dan
Pembiayaan;

in. Lampiran   IX    Rincian   Dana   Tambahan   Infrastuktur
menurut  urusan  Pemerintahan  Daerah,
Organisasi,     Program,     Kegiatan,     Sub
Kegiatan,      Kelompok,      Jenis,      Objek,
Rincian  Objek  Pendapatan,  Belanja  dan
Pembiayaan;
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Pasal 4
Pelaksanaan  penjabaran  perubahan  APBD  yang  ditetapkan
dalam  Peraturan  Bupati  ini  dituangkan  lebih  lanjut  dalam
dokumen   pelaksanaan   anggaran   satuan   kerja   perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan     Bupati     ini     mulai     berlaku     pada     tanggal
diundangkan.

Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 September 2.024

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 September 2024
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
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HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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